KOPERASI DESA/KELURAHAN - MERAH PUTIH

2025

PB NO. 18, PB NO. 18 /2025: 12 HLM
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK

CATATAN

- Berdasarkan Ketentuan koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat
yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam
meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi
masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu
dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi; untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk
pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu
membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian,
pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan; Untuk
memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan
pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan
berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati; Dengan hal
tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ; Undang—Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang
beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang
sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ; Setiap
Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan
musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk
pembentukan Koperasi;

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Agustus 2025 dan

ditetapkan 06 Agustus 2025
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